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Abstract

	Islamic banking is a banking system developed based on Islamic sharia (law). Indonesia, which is predominantly Muslim, provides ample room for the development of Islamic banking. The development of Islamic banking in Indonesia has becomed a benchmark for the success of Islamic economic existence. In legal jurisdiction, the legal position of Islamic banking is strong and equal to other conventional banking. This study aims to discuss financing in Islamic banking and the legal basis for the financing. There are three types of financing in Islamic banking, namely sharia working capital financing, sharia consumptive financing, and sharia investment financing. While the legal basis for the implementation of Islamic banking is Law No. 10 of 1998.
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Abstrak

	Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Secara yuridis formal kedudukan hukum perbankan syari’ah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pembiayaan dalam perbankan syariah dan dasar hukum pembiayaan tersebut.. Ada tiga macam pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan investasi syariah. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah adalah undang-undang No. 10 tahun 1998. 
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I. Pendahuluan
Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat muslim, fungsi bank telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang, melakukan pengiriman uang.
Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah untuk menerima simpanan harta. Pada saat terakhir sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madina, Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan semua titipan harta tersebut kepada pemiliknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.
Di Indonesia, perbankan syariah dapat dikatakan terlambat dibandingkan Negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Setelah munculnya bank-bank syari’ah di negara-negara lain, pada awal tahun 1980 diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar ekonomi mulai dilakukan.
Definisi menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah atau USS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Perbankan Syariah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan peminat perbankan syariah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah dinilai menjanjikan dan tidak merugikan nasabah. Sehingga semakin lama peranan perbankan syariah semakin penting bagi masyarakat Indonesia.
Pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan di tahun 1998, bank yang berbasis syariah telah membuktikan kekuatannya dalam menghadapi krisis tersebut. Pada saat itu banyak bank non Syariah atau bank konvensional yang gulung tikar atau tidak dapat bertahan melawan krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Saat ini, bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku penting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung serta memperlancar kegiatannya. Globalisai yang ditandai dengan adanya percepatan dunia telah mengubah peta perekonomian, politik, dan budaya.
Pergerakan barang dan jasa terjadi semakin cepat. Modal dari suatu negara beralih ke negara lain dalam hitungan detik akibat pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan hal itu, kegiatan perbankan sebagai urat nadi perekonomian bangsa tidak lepas dari dampak globalisasi. Sebagai salah satu unit lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan berbasis non ribawi, perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia.
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya perubahan undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; (2) Pembentukan dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah; (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
Sebenarnya sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka. [footnoteRef:1] [1:  Ilham Syahputra & Irawan: Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju, Jurnal Kitabah: Volume 3. No. 1 Januari – Juni 2019 ] 

Pada Bank Syariah pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan, bahkan pada perbankan syariah di dunia. Hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para stakeholder. Padahal seharusnya kegiatan Bank Syariah tidak hanya untuk kepentingan stakeholder, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder lainnya guna dapat berkontribusi dalam mencapai sasarannya, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.[footnoteRef:2]  [2:  Andri Admaja, C. (2016). 3 Produk Perbankan Syariah Yang Perlu Diketahui. Kompasiana.] 

Diharapkan melalui pembiayaan yang baik pada Bank Syariah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak, hal ini dapat di lakukan melalui pembiayaan yang bukan hanya ditujukan pada perusahaan besar, akan tetapi juga pembiayaan sampai kepada grassroots yaitu rakyat kecil pada umumnya yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, ataupun pembiayaan yang bersifat konsumtif yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti pembiayaan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari ataupun pengadaan kendaraan pribadi bagi penduduk.[footnoteRef:3] [3:  Deasy Soeikromo, 2017, Proses Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017, Hlm. 18
] 


II. Pembahasan
٢.١      Pembiayaan di Bank Syariah
A. Pengertian pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[footnoteRef:4] [4:  Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2005, Hlm 17. ] 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[footnoteRef:5] [5:  Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/7562/5/Bab%20ii.Pdf] 

[bookmark: _GoBack]Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu dalam cara mendapatkan keuntungan. Dalam bank syariah mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara imbalan atau bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional mendapatkan keuntungan diperoleh dengan cara penambahan bunga pada saat mengembalikan dana yang dipinjam.
B. Tujuan pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.[footnoteRef:6] [6:  Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: Uii Press, 2002), Hal.22 
] 

· Tujuan pembiayaan tingkat makro
· Peningkatan ekonomi umat, memiliki arti masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
· Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, memiliki arti untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana.
· Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produktivitas.
· Tujuan pembiayaan tingkat mikro
· Memaksimalkan laba.
· Meminimalkan resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
· Pendayagunaan sumberdaya ekonomi.
· Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.
C. Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah
· Pembiayaan modal kerja syariah
Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[footnoteRef:7] Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, dan pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, dan juga tidak melanggar syariat islam atau peraturan perundangan yang berlaku. [7:  Siti Hadijah, Kenali Ragam Jenis Pembiayaan Syariah Dan Manfaatnya, Website: Https://Www.Cermati.Com/Artikel/Kenali-Ragam-Jenis-Pembiayaan-Syariah-Dan-Manfaatnya (2017)] 

· Pembiayaan komsumtif syariah
Pembiayaan komsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.
· Pembiayaan investasi syariah
Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik.

٢.٢	Dasar Hukum Pembiayaan Syariah
Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup : 
1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina). 
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". 
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". 
Untuk menjalankan undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip yariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999,[footnoteRef:8] yaitu :  [8:  Lahitole, H. (T.Thn.). Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia.] 

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-gundang No.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah". 
2. Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998". 
3. Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: 
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: 
1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip wadi 'ah atau 
4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
b) Melakukan penyaluran dana melalui :
1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : Murabahah, Istishna , Ijarah, Salam (penyerahan), dan Jual beli lainnya.
2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : Mudharabah, Musyarakah, dan bagi hasil lainnya. 
3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :Hiwalah, Rahn, dan Qard. 
c) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (undertransaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
d) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah. 
e) Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
f) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah. 
g) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan suratsurat berharga berdasarkan prinsip wadi 'ah yad amanah.
h) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
i) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
j) Memberikan fasilitas letterofcredit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi 'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
k) Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr.
l) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh DewanSyariah Nasional. 
4. Pasal 29 menyatakan "Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula: 
a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip Syariah. 
b) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 
c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan 
d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundangundangan dana pensiun yang berlaku. 
e) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaqshadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/ atau pinjaman kebajikan (qardulhasan).
Dasar-dasar hukum postif inilah yang dijadikan pijakan bagi Bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank Islam di lndonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya.

٢.٣   Akibat-Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Kegiatan Pembiayaan
Sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktek perbankan, sebagaimana praktek dunia bisnis lainnya, bahwa untuk pemberian suatu fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antar bank (termasuk juga bank syari'ah) dan para nasabahnya selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis.[footnoteRef:9] Apabila hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dituangkan dalam suatu perjanjian, maka bagi hubungan hukum itu berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam dalam perjanjian ltu. Dalam praktek perbankan bagi hubungan hukum jasa-jasa tertentu, bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya ketentuan dan syarat tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang didalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan dan syarat umum tersebut. Adakalanya ketentuan dan syarat tersebut dideponir pada suatu kantor notaris. Dengan penundukan diri oleh nasabah terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum berdasarkan surat pernyataan atau perjajian tersebut, maka apabila tirnbul perbedaan pendapat mengenai hubungan hukum anatara bank syari'ah dan nasabah, kedua belah pihak akan merujuk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dimaksud.  [9:  Edny Wulandari, (2015), Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah, Thesis Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia] 

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh pihak-pihak yang oleh hukum dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan dibuat berdasarkan kesepakatan diantara para pihak dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum serta dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.[footnoteRef:10] [10:  Shinta Vinayanti Bumi Dan  Anak Agung Sri Indrawati , Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce, Universitas Udayana
] 

Hubungan hukum yang ditimbulkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) antara pihak bank syari'ah dan nasabahnya bisa saja menimbulkan hal yang positif dan dilain pihak bisa menimbulkan hal yang negatif.[footnoteRef:11] Apabila hubungan antara keduanya positif masalahnya menjadi sederhana. Namun sebaliknya apabila hubungan hukum tersebut menjadi negatif, (misalnya terjadi sengketa bisnis para pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur) masalahnya akan menjadi kompleks sehingga perlu melibatkan pihak lain untuk memecahkan masalah tersebut.  [11:  Ibnu Rusydi, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari’ah, Jurnal Unigal, Vol. 6, No. 1 Maret 2018] 

Dalam kaitan ini sedikitnya terdapat dua macam cara penyelesaian sengketa antara pihak bank syari' ah dengan pihak nasabah yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peradilan umum dan menyelesaikan proses penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase.[footnoteRef:12]  [12:  Abdul Rasyid, 2015, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia (Bagian 1 Dari 2 Tulisan), Business Law Binus] 

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka Pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu sematamata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatumremedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. 
Berbeda dengan Perbankan Konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabahnya misalnya dalam kegiatan pernbiayaan, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan di pengadilan umum atau di badan arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah.[footnoteRef:13]  [13:  Thalis Noor Cahyadi , Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No.2 Desember 2011 
] 

Badan arbitrase ini dimaksudkan untuk menangani setiap permasalahan hukum yang timbul secara lebih efisien dan efektif secara sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di Indonesia badan arbitrase ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tahun 1994. 
Dalam praktek pada saat ini dalam setiap akta perjanjian antara Bank Syariah dengan para mitra bisnisnya selalu mencantumkan klausula apabila ada perselisihan antara bank syariah dengan nasabah termasuk dalam kegiatan pembiayaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perlu diketahui bahwa sejak berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1994, terdapat kurang lebih 5 (lima) perkara/kasus /sengketa bisnis yang diajukan kepada dan telah diputus oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana putusan hukum Badan Adminitrasi Muamalat Indonesia (BAMUI) ditetapkan dan dideponir oleh Pengadilan Negeri dimana BAMUI tersebut berdomisisli. Akan tetapi, setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa berlaku, putusan hukum BAMUI ditetapkan dan dideponir pada Pengadilan Negeri dimana para pihak yang bersengketa (dikalahkan) berdomisili.

III. Simpulan
Pengaturan Undang-undang terhadap kegiatan Bank Syariah termasuk dalam hal kegiatan pembiayaan, mendapat legitimasi hukum yang kuat dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan UU ini sistem perbankan Indonesia terdiri atas bank umum konvensional dan bank umum syariah. Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang bank syariah dalam UU ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan dengan itu, jenis bank di Indonesia tetap hanya dua yakni Bank Umum (BU) dan bank perkreditan rakyat (BPR). Adapun darisegi kegiatan usahanya, bank umum dan bank perkreditan rakyat tsb dapat menjalankankegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 
Ketentuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah telah diatur melalui UU No. 10 Tahun 1998 melalui Pasal 1 ayat (13) yaitu, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan pada kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina). 
Pembiayaan yang dilakukan bank syariah, secara garis besar terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli. (2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa (3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada kategori pertama dan kedua di atas, tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini yaitu produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti mudharabah, salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang terrnasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah. 
 Berbeda dengan bank konvensional, jika pada bank syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya misalnya dalam kegiatan pembiayaan, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di Pengadilan Umum atau di Badan Arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah. Dalam prakteknya saat ini apabila ada perselisihan antara bank syariah dengan nasabah, maka perselisihan tersebut lebih banyak diselesaikan di Pengadilan.
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